
BUPATI TASIKMALAYA 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOM OR 44 TAHUN 2013 

TENTANG 

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STAN DAR PELAYANAN MINIMAL 
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DI KABUPATEN TASIKMALAYA 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

: a. babwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri 
Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 
22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan 
Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika 
Kabupaten/Kota, dan dalam rangka menjamin pelayanan 
pada masyarakat, perlu penerapan dan pencapaian Standar 
Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
Tasikmalaya ten tang Standar Pelayanan Minimal Bidang 
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya; 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerab-Daerab Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa 
Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana 
telab diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 
Subang dengan mengubab Undang-Undang Nomor 14 Tahun 
1950 ten tang Pembentukan Daerab-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tabun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintab 
Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004 
Nomor125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telab diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tabun 2008 tentang 
Perubaban Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 Tentang Pemerintaban Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tabun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 ten tang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ten tang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 

6 . Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82 , Tam ahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 ten tang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Ind ~esia Nomor 4741); 

8 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang 
Petunjuk Teknis Penyu sunan dan Pen erapan Standar 
Pelayanan Minimal; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahu n 2007 
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapain Standar 
Pelayanan Minimal; 

10. Pera turan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 
17 / PER/M.KOMINFO/03 /2009 tentang Diseminasi Informasi 
Nasional Oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan 
Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota; 

11 . Peraturan Menteri Komunikasi Nomor 8/PER/ M.KOMINFO/ 
6/20 10 ten tang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan 
Lembaga Komu nikasi Sosial; 

12. Pera turan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 
17 /PER/M .KOMI NFO /10/2010 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika; 

13 . Peraturan Men teri DaJam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerab (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 201 1 Nomor 694); 

14. Peraturan Daera h Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 
2010 tentang Rene n a Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tabun 2005-2025; 

15. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 29 Tahun 2008 ten tang 
Rincian Tugas Unit di Lingkungan Dinas Perhubungan 
Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 29); 

16. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 24 Tahun 2008 tentang 
Rincian Tugas di Lingkungan Sekretaris Daerah Kabupaten 
Tasimalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
2012 Nomor 24); 



," , 

" 

3 

17. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 44 Tahun 2008 ten tang 
Rincian Tugas Unit Kantor Penelitian dan Pengembangan 
Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 44). 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG STANDAR 
PELAYANAN MINIMAL BIDANG KOMUNIKASI DAN 
INFORMATI¥-A DI KABUPATEN TASIKMALAYA. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

DalruTI Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabu paten Tasik malaya; 
2. Pemerin tah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagaimana 

unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah; 
3. Bupati adala.'1 Bupati Tasikmalaya; 
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Tasikmalaya; 
5. Kantor a dalah Kantor Penelitian dan Pengem bangan Kabupaten Tasikmalaya; 
6. Bagian adalah Bagian Hubungan MasyaraJ<:at Kabupaten Tasikmalaya ; 
7. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi Pemerintahan yang menjadi hak dan 

kewajiba n setiap tingka tan dan/ atau su unan Pemerintah untuk men gatur dan 
menguru s fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya d alam rangka 
melindungi, m elayani, m emberdayakan dan mensejahterakan masyarakat; 

8. Urusal1. Wajib adalah u rusru1 yang waj ib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah 
berkaitan dengan pelayanan dasar terhadap masyarakat; 

9. Pelayanan Dasar kepada Masyaraka t adalah fungsi Pemerin tah dalam 
memberikan dan mengurus keperluan kebu tuhan dasar m asyarakat untuk 
meningka tkan taraf kesejahteraan mas araka t ; 

10. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan 
dasar yang merupakan u rusan wajih da erah yang berhak diperoleh setiap warga 
Negara secara minim al; 

11. Standar Pelayanan Minimal ( PM) bic ang Kot unikasi dan Informatika adalah 
tolak ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan Urusan Wajib Daerah di 
Bidang Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut SPM bidang 
Komunikasi dan Informatika; 

12.Indikator SPM adalah tolok ukur p restasi kuantitatif dan kualitatif yang 
digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi 
dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil dan/atau 
manfaat pelayanan; 

13. Indikator keberhasilan Bidang Komunikasi dan Informatika adalah ukuran 

besaran yang dinyatakan oleh presentasi atau pernyataan lainya yang 
menyatakan pencapaian keberhasilan; 

BAB II 
MAKSUD,TUJUAN DAN FUNGSI 

Pasal2 
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Maksud ditetapkannya SPM Bidang Komunikasi dan Informatika adalah acuan 
Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam melaksanakan Urusan Wajib Bidang 
Komikasi dan Informatika. 

Pasal3 

Tujuan ditetapkannya SPM Bidang Komunikasi dan Informatika adalah: 
1. menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar Bidang 

Komunikasi dan Informa tika dari pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sesuai 
dengan SPM Bidang Komunikasi dan Informatika yang ditetapkan oleh Bupati 
Tasikmalaya; 

2. acuan bagi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam perencanaan program 
pencapaian target SPM; 

3 . meningka tkan pengawasan terhadap kebijakan yang langsung berhadapan 
dengan masyarakat; 

4. men ingkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan Komunikasi dan Informa tika . 

Pasal 4 

Fungsi SPM Bidang Komunikasi dan Info rmatika adalah sebagai berikut: 
1. perala tan untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus 

dicap' i Pemerintah Daerah sebagai penyedia pelayanan Bidang Komu n ikasi dan 
Informatika kepada masyaraka t; 

2. penguku ran kinerja penyelenggaraan Urusan Wajib Daerah berkaitan dengan 
pelayan an Bidang Komunikasi dan Informatika kepada ma syarakat; 

3 . priorita s perencanaan daerah dan priori ta s pembiayaan APBD; 
4. pengevaluasian dan monitoring dalam pelaksanaan Urusan Wajib Bidang 

Komun ikasi dan Informatika; 
5. pengiden tifikasian kebutuhan daerah untuk m ningkatkan kin rja dalam 

pelayanan kepada masyarakat; 
6. penyusu nan program-program Bidang Komunikasi dan Informa tika serta 

perumusan kebijakan Bupati dalrun m nent kan kebijakan satu tahunan, tiga 
tahunan dan lima tahu nan; 

7. penentuan standar Pen ilaian Bidang Komunikasi dan Informatika. 

BABIII 
STANDAR PELAYANA J MINIMAL 

BIDANG KOMUNlKASI DAN I FORMATIKA 

Pasal 5 

(1) Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menye1enggarakan Pelayanan Bidang 
Komunikasi dan Informatika sesuai dengan SPM Bidang Komunika si dan 
Informatika yang terdiri dari jenis pelayanan beserta indikator kinerja dan 
target; 

(2) Jenis pelayanan dasar Bidang Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan 
oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, meliputi : 
a. Pelaksanaan Desiminasi Informasi Nasional. 

Pelaksanaan Diseminasi dan pendistribusian Informasi Nasional melalui: 
1) media massa seperti majalah, radio dan televisi; 
2) media baru seperti website (media online); 

3) media tradisional seperti pertunjukan rakyat; 
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4) media inter personal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya; 
5) media luar ruang seperti media bulletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk 

dan baliho. 
b. Pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat, terdiri 

dari cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi 
masyarakat di tingkat kecamatan. 

(3) Penjabaran klasifikasi komponen jenis pelayanan dasar bidang Komunikasi dan 
Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini. 

BABIV 
PENGORGANISASIAN 

Pasal6 

(1) Bupati ber tanggung-jawab dalam p nyelenggaraan pelayanan bidang 
Komunikasi dan Informatika; 

(2) Penyelenggaraan pelayanan bidang Komunikasi dan Informatika berdas rakan 
SPM Bidang Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
secara operasional dikoordinasikan oleh Dinas Perhubungan, Kantor Penelitian 
dan Pengemba nga n dan Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah 
Kabu a ten Tasikmalaya; 

(3) Penyelenggaraan pelayanan Bidang Komunikasi dan Informatika yang sesuai 
dengan SPM Bidang Komunikasi dan Informatika dilakukan oleh apara tur SKPD 
sebaga imana dima ksud dala m ayat (2) yang memiliki kualifikasi dan 
kompetensi. 

B AB VII 

PELAKSANAAN 

Pasal 7 

(1) SPM bidang Komunika si dan Informa si yang ditetapkan merupakan acuan 
dalam perencanaa n dan pengangggaran pencapaian ta rget Dinas Perhubungan, 
Kantor Litbang dan Bagian Hubu ngan Masyaraka t Setda Kabupaten 
Tasikmalaya; 

(2) Perencanaan program dan penganggaran SPM sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar teknis yang ditetapkan, 

BAB VI 
PELAPORAN 

Pasal 8 

(1) Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Kantor Litbang dan Kepala Bagian 
Hubungan Masyarakat Setda Kabupaten Tasikmalaya menyampaikan laporan 
pencapaian dan penerapan SPM tahunan kepada Bupati; 

(2) Bupati Tasikmalaya menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan 
dan pencapaian SPM Bidang Komunikasi dan Informatika kepada Menteri 
komunikasi dan informatika melalui Gubernur. 

BAB VII 
MONITORING DAN EVALUASI 

Pasal9 
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(1) Bupati melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas penerapan dan 
pencapaian SPM bidang komunikasi dan informatika di Kabupaten Tasikmalaya; 

(2) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bupati 
dapat membentuk Tim Pengawas dan Pengendalian; 

(3) Monitoring atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Komunikasi dan 
Informatika Kabupaten dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat. 

BAB VIII 
PEMBIAYAAN 

Pasal10 

Pendanaan yang berkaitan engan p 
Komunikasi dan I orma tika dibe an an pa a 
mengikat. 

nerapan SPM Bidang 
m er lain yang tidak 

BAB IX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pa al 11 

Hal-hal yang belu m cukup diatur dalam P ra u ran ini, sepanjang mengen . teknis 
pelaksan an ya akan diatur lebih lanjut, sesuai den n peraturan e ndang
undangan yang berlaku. 

Pa al 12 

Peraturan ini m ai erlaku pada ta al d' un g an. 

Agar setia ran engetah 'nya, me p gund gan ratu ran Bupati 
ini dengan pene patannya dalam rita D erah. 

Diundangkan di Sin ap rna 
pada tanggal, 23 D e~ember 2013 

SEKRETARIS DAERA 
KABUPATEN TASIKMALAYA, 

NIP. 19611217 198305 1001 

. tetapkan d' Singa arn a 

pada tanggal, 23 De ember 2013 

IKMAL f' 

, ; U RUZ A U ULUM~~/ 

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYATAHUN 2013 NOMOR 44 
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LAMPI RAN 
NOMOR 
TANGGAL 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

44 TAIun 201 3 
23 Desembe r 2013 

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STAN DAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

No Jenis Pelayanan Dasar 8& Stan dar Pelayanan Minimal Target Waktu Pencapaian 
Sub Kegiatan Indlkator Nllai capaian 2010 20 11 2012 2013 2014 2015 

1 Pelaksanaan Diserninasi 1. Pelaksanaan diseminiasi dan -
Inforrnasi Nasional Bidang pen distribusian informasi nasional melalui : 
Kornunikasi dan Informatika a) m edia rnasa seperti majalah, radio dan 12 2014 - - 12 12 12 12 kali/ 
terdiri dari; televisi; kali/th kali/th kali/th kali/th th 

b) media baru seperti website (m edia online Setiap 20 14 - - - - 1 kali/ 3kali/ 
hari minggu minggu 

c) m edia tradisional seperti pertu njukan 12 kali 20 14 - - - - - -
r akyat /th 

d) m edia interpersonal seperti saresehan, 12 2014 - - - 1 1 1 kali/ 
cera mah/ diskusi, dan lokakarya; kali/th kali/th kali/th th 

dan / atau 
e) m edia luar ruang seperti media buletin, 12 2014 - - 6 4 4 4 kali/ 

leaflet, booklet, brosu r, spanduk, kali/th kali/th kali/th kali/th th 
s tiker , banner d an baliho 

2 Pengernbangan dan 2. Cakupan pengembangan dan 50 % 2014 - - - 5% 5% 10% 
Pern berdayaan Kelompok pemberdayaan Kelompok Informasi I 
Informasi Masyarakat Masyarakat di Tingkat Kabupaten 
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